[image: ]1PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab. Ogan Komering Ulu Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 12  
Telp: (0735) 3274014, Fax: (0735) 3274015 Kode Pos 32211 email: okusbapeda@yahoo.co.id 
MUARADUA

	

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 
PENELITIAN  DAN PENGEMBANGAN 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 050 /    14    / KPTS / BAPPEDA LITBANG / 2022
TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN  DAN 
PENGEMBANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

	Menimbang
	:
	a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik, untuk itu diperlukan peta proses bisnis bagi setiap instansi pemerintah;


	
	
	b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Prta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;


	
	
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, peta proses bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementrian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kode Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan, Organisasi, Program Dan Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2017 Nomor 18);


	
	
	
MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

	KEDUA
	:
	Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada  diktum kedua terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


	KETIGA
	:
	Peta proses bisnis disusun sebagai acuan bagi setiap personil dan unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;


	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan  sebagaimana mestinya.





Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal       

Kepala BAPPEDA LITBANG
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
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NATALION, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 197812251997111001

REGULASI


 (
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
 
Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran
 
Negara Republik
 
Indonesia
 
Tahun 2004 No. 164, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
 
4421)
) (
Undang-Undang No. 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 
2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No.
5587)
) (
Undang-Undang No. 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
) (
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan 
Evaluasi 
Pembangunan daerah,
 
Tata Cara Evaluasi RRPJPD 
dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
 
RKPD
) (
Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan
 No. 1
7 
Tahun 20
07
 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Provinsi 
Sumatera Selatan 
Tahun 
2005-2025
) (
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
 
Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 
Daerah
 
Kabupaten
 
Ogan
 
Komering
 
Ulu
 
Selatan
 
tahun
 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1)
) (
Peraturan Presiden
 
Republik Indonesia No. 
18 
Tahun
 
20
20
 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20
20
-20
24
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
20
 No. 
10
)
) (
Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan
 No. 
1
 Tahun 20
19
 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 
Provinsi 
Sumatera Selatan
 Tahun 
2019-2023
 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1
)
)
 (
Peraturan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 
No. 
5
 Tahun 20
21
 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabu
paten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 5)
)


VISI RPJMD 2021-2026
 (
T
erwujudnya 
OKU S
elatan yang Bermartabat, Religius,
 
S
ejahtera
, 
Aman, 
M
aju dan Adil
)





MISI KEDUA RPJMD 
 (
“
Menciptakan 
tata kelola 
pemerintahan yang 
baik (
good governance
).
”
)




TUJUAN MISI KE-1 RPJMD       

 (
Tujuan Renstra Bappedalitbang
) (
pemerintahan
 Indeks reformasi birokrasi
) (
INDIKATOR TUJUAN
) (
Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
) (
Indikator Tujuan Renstra
) (
Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan
) (
Nilai Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP)
) (
Indikator Sasaran RPJMD
) (
Meningkatnya  tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 
yang transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan
) (
Sasaran Misi Ke-
1
 RPJMD
)

 (
Perumusan kebijakan teknis dan rencana
 
strategis di 
bidang perencanaan dan
 
kelitbangan
Penetapan rencana kerja dan anggaran di 
bidang perencanaan dan kelitbangan
Penyelenggaraan
 
kebijakan
 
di
 
bidang perencanaan dan
 
kelitbangan;
Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia aparatur bappelitbangda;
Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang
perencanaan dan kelitbangan;
Pelaksanaan
 
evaluasi
 
dan
 
pelaporan
 
di
 
bidang perencanaan dan
 
kelitbangan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
walikota 
terkait dengan tugas dan
 
fungsinya.
) (
Fungsi
Peraturan
 
Walikota
 
Batu
 
No.
 
89
 
Tahun
 
2016
Tugas
)

 (
Melaksanakan 
Penyusunan 
dan
 
Pelaksanaan 
Kebijakan Daerah
 
di bidang
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
)

 (
MAIN PROCESS
) (
MANAGEMENT PROCESS
)
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Perencanaan Kinerja
Pelaksanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Evaluasi
 Kinerja
Pelaporan
 Kinerja
)
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 (
RPJMD
RKPD
KUA
Hasil
Kelitbangan
Kepala
 
Daerah
OPD
Insansi
 
Pemerintah
 
lain
Akademisi
masyarakat
Output
Stakeholder
) (
Kementerian
,
 
DPRD, OPD,
Forum Konsultasi Publik, 
Masyarakat.
Urusan yang menjadi Kebijakan 
kementerian di 
daerah
Isu strategis dan arah kebijakan 
perencanaan pembangunan 
Nasional, 
Propinsi 
dan
 
Daerah
Musrenbang
Kecamatan
Supplier
Input
) (
MAIN PROCESS
) (
SUPPORT PROCESS
) (
Keuangan
Kepegawaian
Ketatausahaan
Sarpas
Koordinasi 
Perencanaan 
dan 
Pengendalian
Perencanaan 
Kebijakan Teknis
Pengkajian Kebijakan
Teknis
) (
Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan
Pengelolaan Pengendalian 
Perencanaaan Pembangunan
Penyusunan 
Kajian Litbang
)




 (
Pengelolaan Kinerja:
Menyelaraskan 
Renstra 
sesuai Visi dan Misi. 
Dalam 
Pengelolaan 
Kinerja Bappe
da L
itbang selalu berpedoman pada indi
k
ator 
yang 
sudah
 
ditetapkan
Kepatuhan Internal:
Mengevaluasi
 
Sistem
 
Pengendalian
 
Internal
 
sesuai dengan SOP 
yang
 
berlaku
Pengelolaan Resiko: 
Memaksimalkan 
Pencapaian Tujuan 
dengan
 
jalan
 
Pemetaan
 
Resiko-Resiko sehingga meminimalkan masalah- masalah dalam mencapai tujuan
 
dan
mencari solusi Pemetaan Permasalahan
Pengelolaan
 
Kinerja
fsafff
Pengeloalaan
 
Kinerja
Perencanaan Kinerja
Pelaksanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
)
MANAGEMENT PROCESS
SKEMA PETA PROSES BISNIS


	SUBID KAJIAN INFORMASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
	
SUBID KAJIAN SDA DAN PEMBANGUNAN
	
SUBID KAJIAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN




 (
Output
) (
MAIN PROCESS
SKEMA PETA PROSES BISNIS
) (
Sinkronisasi dan Harmonissasi pada Musrenbang
) (
Penyusunan 
Program Kegiatan
) (
Penjabaran Isu Strategis 
RPJMD Kabupaten
) (
Tindaklanjut 
hasil kajian (Progiat)
Penjabaran Isu Strategis SKPD
) (
Dijabarkan dalam kerangka 
perencanaan program kegiatan sectoral
) (
FEED BACK
) (
Process
) (
RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, Kajian Litbang
) (
Substansi diintergrasikan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
) (
PERANGKAT DAERAH (OPD)
) (
BIDANG-BIDANG PEMB. SEKTORAL
(
PPM, Perokonomian dan SDA, Infraswil)
) (
Verifikasi Usulan
) (
Input
) (
Urusan yang menjadi Kebijakan 
Kementerian di daerah
) (
Musrenbang Kecamatan
) (
Isu strategis dan arah 
kebijakan perencanaan 
pembangunan Nasional, 
Pro
v
insi dan Daerah
) (
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
SUBBID PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUBBID 
DATA DAN PELAPORAN
SUBBID 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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 (
Pemenuhan Kebutuhan 
Administrasi Perencanaan, 
Pengendalian, dan Pelaporan
)
 (
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Administrasi 
Keuangan
) (
Penyediaan dan 
Perawatan 
Sarana dan Prasarana
Jaringan
 IT
 
Lancar
Mesin
 
dan
 
Kendaraan
Kantor Berfungsi
) (
Meningkatkan Kualitas 
SDM Perencana
Bimtek
Diklat
) (
Pemenuhan Kebutuhan 
Administrasi
 
Umum
 
dan 
Tata
 
Usaha
Aset
Surat
 
Menyurat
) (
Pemenuhan Kebutuhan
 
Administrasi Perencanaan,
 
Pengendalian, dan Pelaporan
) (
Sarpas
Kepegawaian
Ketatausahaan
Keuangan
Koordinasi Perencanaan 
dan Pengendalian
Perencanaan 
Kebijakan Teknis
Pengkajian Kebijakan 
Teknis
)



 (
Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
)

 	  lv. 0
 (
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
 di Bidang Pembangunan Daerah
)

 	  lv. 1
 (
Meningkatnya Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif
Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Relevan dan Terkini, dengan Membangun Koneksi Data SKPD untuk Mendukung Proses Perencanaan Pembangunan
)

 	  lv. 2
 (
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan
Persentase tingkat keselarasan antara RPJMD dan RKPD
Persentase tingkat keselarasan 
antara RKPD dan Renja SKPD
Sistem e-planning
)

	  lv. 3
 (
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan
) (
Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
) (
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan
) (
Terlaksanannya layanan informasi data yang aktual, akurat dan Upto date
)

Sasaran Misi ke-1 RPJMD Kabupaten OKUS 2016-2021


Eselon II

Eselon III

Eselon IV

 (
Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
)

 	  lv. 0
 (
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
 di Bidang Pembangunan Daerah
)

 	  lv. 1
 (
Meningkatnya Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif
Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Relevan dan Terkini, dengan Membangun Koneksi Data SKPD untuk Mendukung Proses Perencanaan Pembangunan
)

 	  lv. 2
 (
Jumlah
 
dokumen
 
perencanaan
 
pembangunan
 
daerah
 
jangka
 
menengah
 dan 
tahunan
Persentase
 program 
pembangunan
 yang 
dilakukan
 monitoring dan 
evaluasi
Sistem e-planning
)

	  lv. 3
 (
Meningkatnya
 
pembangunan
 
daerah
 yang 
partisipatif
) (
Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
) (
Meningkatnya
 
kualitas
 
pengelolaan
 data 
pembangunan
 
daerah
 yang 
akurat
, 
relevan
, dan 
terkini
) (
Terlaksanannya layanan informasi data yang aktual, akurat dan Upto date
)

Sasaran Misi ke-1 RPJMD Kabupaten OKUS 2016-2021

Eselon II

Eselon III

Eselon IV


 (
Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
)

 	  lv. 0
 (
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
 di Bidang Pembangunan Daerah
)

 	  lv. 1
 (
Meningkatnya Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif
Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Relevan dan Terkini, dengan Membangun Koneksi Data SKPD untuk Mendukung Proses Perencanaan Pembangunan
)

 	  lv. 2
 (
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan
Sistem e-planning
)
	  lv. 3
 (
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan
) (
Terwujudnya
 
Perencanaan
 Pembangunan Ekonomi
) (
Terlaksanannya layanan informasi data yang aktual, akurat dan Upto date
)

Sasaran Misi ke-1 RPJMD Kabupaten OKUS 2016-2021

Eselon II

Eselon III

Eselon IV


 (
Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
)

 	  lv. 0
 (
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
 di Bidang Pembangunan Daerah
)

 	  lv. 1
 (
Meningkatnya Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif
Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Relevan dan Terkini, dengan Membangun Koneksi Data SKPD untuk Mendukung Proses Perencanaan Pembangunan
)

 	  lv. 2
 (
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan
Persentase 
meningkatnya
 
partisipasi
 
perangkat
 
daerah
 
dalam
  
mekanisme
 
perencanaan
 
pembangunan
 
Sistem e-planning
)

	  lv. 3
 (
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan
) (
Meningkatnya 
pembangunan
 
daerah
 yang 
partisipasif
) (
Terlaksananya
 
layanan
 
informasi
 data yang 
aktual
, 
akurat
 dan 
uptodate
) (
Meningkatnya
 
kualitas
 
pengelolaan
 data 
pembangunan
 
daerah
 yang 
akurat
, 
relevan
, dan 
terkini
)

Sasaran Misi ke-1 RPJMD Kabupaten OKUS 2016-2021


Eselon II

Eselon III

Eselon IV 

 (
Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
)

 	  lv. 0
 (
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
 di Bidang Pembangunan Daerah
)

 	  lv. 1
 (
Meningkatnya Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif
Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Relevan dan Terkini, dengan Membangun Koneksi Data SKPD untuk Mendukung Proses Perencanaan Pembangunan
)

 	  lv. 2
 (
Persentase
 
peningkatan
  
jumlah
 
produk-produk
Sistem
 e-planning
)
	  lv. 3
 (
Tersedianya
 
dokumen
 
perencanaan
 
pembangunan
 
daerah
 yang 
berkesinambungan
) (
Tersedianya
 
produk-produk
 
inovasi
 
daerah
) (
Meningkatnya
 
kualitas
 
pengelolaan
 data 
pembagunan
 
daerah
 yang 
akurat
, 
relevan
, dan 
terkini
) (
Menguatnya
 
sistim
 
inovasi
 
daerah
) (
Terlaksananya
 
layanan
 
informasi
 data yang 
aktual
, 
akuratdan
 
uptodate
)

Sasaran Misi ke-1 RPJMD Kabupaten OKUS 2016-2021

Eselon II

Eselon III

Eselon IV



	
EVALUASI CASCADING KINERJA
 (
Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Terlaksanannya 
layanan informasi data yang aktual, akurat dan Upto date
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan
Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan
 di Bidang Pembangunan Daerah
Meningkatnya Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif
Mewujudkan Pengelolaan Data yang Akurat, Relevan dan Terkini, dengan Membangun Koneksi Data SKPD untuk Mendukung Proses Perencanaan Pembangunan
)

















 (
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan
Persentase tingkat keselarasan antara RPJMD dan RKPD
Persentase tingkat keselarasan 
antara RKPD dan Renja SKPD
Sistem e-planning
)
















	 (
Es I
V
) (
Es II
I
) (
Sasaran : 
1. Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas
                  
2. Meningkatnya Pelayanan Publik
Indikator : 
1. Indeks Kualitas Perencanaan
                  
2. Skor Indeks Inovasi Daerah
) (
Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Indikator :
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan 
t
ahunan
Persentase tingkat keselarasan antara RPJMD dan RKPD
Persentase tingkat keselarasan 
antara RKPD dan Renja SKPD
Sistem e-planning
) (
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator : 
Terpenuhinya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 
                  
Bidang 
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
) (
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator : 
Terpenuhinya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 
                  
Perencanaan Pembangunan Daerah
) (
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Indikator : 
Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan daerah
) (
Es II
) (
Tujuan : 
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan
Indikator : 
Indeks reformasi birokrasi
)




	
	
EVALUASI CASCADING KINERJA
 (
Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluas
i
 pelaksanaan pembangunan daerah
Terlaksanannya 
layanan informasi data yang aktual, akurat dan Upto date
Meningkatnya
 
pembangunan
 
daerah
 yang 
partisipatif
Meningkatnya
 
kualitas
 
pengelolaan
 data 
pembangunan
 
daerah
 yang 
akurat
, 
relevan
, dan 
terkini
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